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Eks Pejabat Samsat di Banten Bantah Korupsi Rp 10,8 M: Saya Tahunya 

Rp 3,6 M 

 

 

(Sumber: https://news.detik.com/) 

 

Terdakwa korupsi1 penggelapan pajak Samsat Kelapa Dua mengaku punya grup khusus untuk 

koordinasi penggelapan pajak dengan membobol aplikasi Samsat Banten.  

Eks Kasi Penetapan, Penerimaan, dan Penagihan Samsat Kepala Dua Banten, Zulfikar, yang jadi 

terdakwa korupsi penggelapan pajak, mengakui terjadi penggelapan pajak senilai Rp 3,6 miliar. Ia 

membantah jika total penggelapan pajak kendaraan yang ia lakukan Rp 10,8 miliar sebagaimana 

dakwaan. Awalnya, Zulfikar mengatakan, Rendalev Bapenda Banten melakukan pemeriksaan 

penggelapan pajak ke Samsat Kelapa Dua. Pemeriksaan mulai periode Juli 2021. Di hadapan mereka, 

ia mengaku penggelapan bukan dimulai pada Juli, melainkan Maret 2021 hingga Oktober 2021. 

 

"Saya bilang, saya mengatakan menyesal, saya juga sudah nggak enak, saya balikin saja," kata Zulfikar 

di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (22/12/2022). Kemudian, ditemukanlah nilai penggelapan yang 

nilainya Rp 2,1 miliar. Ia lalu lapor ke Kepala Samsat Kelapa Dua Bayu Adi Putranto dan mengatakan 

nilainya adalah Rp 3,6 miliar. "Pak Bayu bilang lebih dari itu, saya bilang saya tidak tahu lebih dari 

itu," katanya. 

 

Ia mengatakan ia sudah meminta terdakwa lain, yaitu Achmad Pridasya, M Bagza Ilham, dan Budiyono, 

menghentikan penggelapan pada Oktober. Tapi, katanya, mereka tetap melakukan penggelapan dengan 

cara mengubah ketetapan pajak. 

                                                           
1 Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah 

sebagai berikut: 

a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999). 

b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999). 
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Zulfikar pun membantah jika nilai penggelapan pajak mencapai Rp 10,8 miliar. "Rp 10 miliar itu saya 

nggak tahu, Yang saya tahu Rp 3,6 miliar. Saya nggak tahu. Saya tahu di bulan Maret awal. Saat itu 

saya bilang setop. Jadi gini, alurnya ini berjalan, saya berjalan, mereka pun berjalan. Tanpa 

sepengetahuan saya," terangnya. 

 

Dia mengatakan terdakwa lain menggelapkan pajak di luar sepengetahuan dirinya setelah diberi 

informasi dari Kepala Samsat Bayu. Terdakwa lain membuat tim untuk menggelapkan pajak dan ia 

tidak ikut serta. "Bagza ngaku ke Pak Bayu bahwa kami katanya bikin tim lagi di luar Pak Zul," 

paparnya. Berdasarkan dakwaan, penggelapan pajak di Samsat Kelapa Dua Tangerang ini merugikan 

negara Rp 10,8 miliar2. Penggelapan diduga dilakukan mulai Juni 2021 hingga Februari 2022. 

 

Sumber Berita 

https://www.news.detik.com/, Eks Pejabat Samsat di Banten Bantah Korupsi Rp 10,8 M: Saya Tahunya 

Rp 3,6 M, 22 Desember 2022.  

 

Catatan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada: 

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

2. Pasal 3 menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda 

paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah).  

                                                           
2 Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Kerugian Negara/Daerah 

adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum baik sengaja maupun lalai Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah 
kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang 
ditunjuk. 

http://www.regional.kompas.com/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25849/nprt/825/uu-no-15-tahun-2006-badan-pemeriksa-keuangan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
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3. Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :  

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak 

bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk 

perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang 

yang menggantikan barang-barang tersebut;  

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda 

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;  

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;  

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian 

keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.  

4. Pasal 18 Ayat (2) menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh 

jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.  

5. Pasal 18 Ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang 

mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka 

dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana 

pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah 

ditentukan dalam putusan pengadilan.  

 

 


